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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Mengenai Hakim 

1. Pengertian Hakim 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP 

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili.22 Berdasarkan pasal 1 ayat 9 KUHAP , 

mengadili merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima, 

memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, 

dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini.23 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 UU NO.48 Tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman, hakim  adalah hakim pada mahkamah agung dan 

hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum,lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada pengadilan 

khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.24 

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman dan 

memimpin persidangan yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim 

artinya orang yang mengadili perkara (di pengadilan dan mahkamah). 

                                                             
22 Pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP 
23 pasal 1 angka 9 KUHAP 
24 Pasal 1 angka 5 UU NO.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman 
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Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga 

kemandirian peradilan.25 Berdasarkan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang 

berbunyi “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan”.26 

Sedangkan dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah 

kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.27 

2. Tugas Dan Kewenangan Hakim 

Sebagai pelaku yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, 

seperti dalam Pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) disebutkan, “hakim adalah pejabat peradilan negara yang 

diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Di mana tugas 

dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa dan memutus 

perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di 

sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 

undang-undang ini”.28 

                                                             
25 www.wikipedia.com  
26 pasal 24 ayat 1 UUD 1945 
27 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
28 Pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

http://www.wikipedia.com/
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Dalam menjalankan tugas dan wewenang hakim dalam memeriksa, 

mengadili, dan memutus suatu perkara, susuran majelis hakim sekurang-

kurangnya terdiri dari tiga orang hakim yaitu seorang hakim ketua dan dua 

orang hakim anggota. Dan dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang 

ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.29 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib 

menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. 

Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan 

kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal 

yang diatur oleh UUD 1945.30 

Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang 

serahkan kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim 

untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas 

peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan cara-

cara yang telah ditentukan dalam undang-undang.31 

Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya 

atau kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh 

menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang 

diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan 

hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum 

yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis. Hakim dapat 

menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pejabat 

                                                             
29 New.detik.com  
30 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
31 Pasal 1 Angka 9 KUHAP 
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Negara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Setiap hakim wajib 

menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, 

antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, 

adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.32 

3. Putusan Hakim 

Menurut Muslihin Rais, “Putusan hakim pada hakekatnya memuat 

segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara 

yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses 

peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak 

suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu 

tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan 

oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses peradilan hanya 

putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.”.33 

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan 

putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat 

negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan 

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut 

putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis 

dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep 

                                                             
32 Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
33 H. Muslihin Rais, 2017, Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, 

Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/Juni 2017, hlm. 127. 
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putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum 

diucapkan di persidangan oleh Hakim.34 

Terkalit denga ln putusaln ha lkim tersebut, a ldal 3 (tiga l) istilalh ya lng 

perlu kital palha lmi, ya litu: Una lnimous dialrtikaln putusaln penga ldilaln ya lng 

diputus berdalsa lrka ln sua lra l bula lt da lri palra l ha lkim ya lng menga ldili perka lral 

tersebut, Concurring opinion ya lng bera lrti a lpalbilal pendalpa lt seoralng ha lkim 

mengikuti /sependalpa lt denga ln pendalpa lt ha lkim ya lng ma lyorita ls tentalng 

a lmalr putusa ln, alka ln tetalpi dial halnya l menya lta lka ln berbedal da llalm 

pertimbalnga ln hukum (lega ll realsoning)nya l, kemudialn Dissenting Opinion 

ya lng bera lrti alpa lbilal seoralng ha lkim berbeda l pendalpalt denga ln halkim ya lng 

malyorita ls, ba lik tentalng pertimba lnga ln hukum malupun a lmalr putusa lnnya l. 

Penda lpalt halkim tersebut dimualt dallalm putusaln secalra l lengkalp da ln 

diletalkka ln sebelum alma lr putusaln.35 

Ha lkim da llalm mengalmbil putusaln halrus wa ljib mengga lli, mengikuti, 

da ln memalha lmi nilali-nilali hukum daln ralsa l kealdilaln ya lng hidup da lla lm 

malsya lra lka lt, sehingga l kemungkina ln putusa ln ya lng dia lmbil alka ln 

mengha lsilkaln sa lla lh sa ltu dalri 3 (tigal) ha ll tersebut di altals.36 

4. Pertimba lngaln Yuridis Da ln Sosiologis Oleh Halkim 

     Menurut Rusli Muha lmmald da llalm melalkuka ln pertimbalnga ln ha lkim a ldal 

dua l malcalm ya litu pertimbalnga ln seca lra l yuridis daln sosilogis: 

a. Pertimba lngaln yuridis ha lkim  

                                                             
34 Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh. Yogyakarta: 

Liberty. 
35 www.konsultanhukum.web.id 
36 Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 5 ayat (1). 
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       Pertimbalnga ln yuridis ha lkim da lpa lt dia lrtikaln sua ltu talhalpa ln dimalna l 

maljelis halkim mempertimbalngka ln fa lktal ya lng terungka lp sela lmal 

persidalnga ln berla lngsung, mula li da lri guga lta ln, jalwa lba ln, eksepsi da lri 

terdalkwa l ya lng dihubungka ln denga ln a lla lt bukti ya lng memenuhi sega llal 

sya lra ltya lng menca lpali ba ltals minimall pembuktialn.37 Pertimbalnga ln 

hukum merupalka ln dalsa lr dalri alrgumenta lsi halkim dallalm memutuskaln 

perkalra l. Jikal a lrgumen hukum itu tida lk benalr da ln tidalk sepa lnta lsnya l, 

malka l ora lng la lin bisal sa lja l menilali balhwa l putusa ln itu tidalk benalr da ln 

tidalk a ldil.38 Alga lr putusa lnnya l dia lmbil secalra l aldil daln objektif, dallalm 

sida lng ya lng terbuka l untuk umum, Ha lkim wa ljib membualt 

pertimbalnga ln-pertimbalnga ln hukum ya lng diperguna lka ln dalla lm 

mengutus perka lral nya l demi mencegalh subjektivitals, dimalna l beberalpal 

pertimbalnga lnnya l a lda lla lh pertimbalnga ln ya lng memberaltkaln da ln 

meringa lnkaln.39 

Menurut Lilik mulya ldi ba lhwa l ha lkeka lt palda l pertimbalnga ln yuridis 

ha lkim merupalka ln pembuktialn unsur-unsur da lri sua ltu delik alpa lkalh 

perbualta ln terdalkwa l tersebut memenuhi da ln sesuali denga ln delik ya lng 

                                                             
37 Damang, 17 desember 2011, “definisi pertimbangan 

hukum”,http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html?m=1 

(06:02)    
38 Trimen Harefa, 17 juli 2014, “Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus 

Perkara”http://trimenhukumbloganda.blogspot.co.id/2014/07/pertimbangan-hukum-oleh-

hakim-dalam.html (08:30) 
39 Lembaga Bantuan Hukum "Pengayoman" Universitas Katolik Parahyangan, 29 januari 200         

https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pertimbangan-hakim-dalam-perkara-pidana-sopan-jadi-

alasan-yang-meringankan/  
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didalkwa lka ln oleh penuntut umum sehingga l pertimbalnga ln tersebut 

releva ln terhalda lp a lmalr/diktum putusaln ha lkim40 

Pertimbalnga ln ya lng bersifa lt yuridis merupa lkaln pertimbalnga ln 

ha lkim ya lng dida lsa lrka ln pa lda l fa lktor-fa lktor ya lng terungka lp di da lla lm 

persidalnga ln da ln oleh undalng-unda lng telalh ditetalpka ln sebalga li ha ll ya lng 

ha lrus dimualt di dallalm putusa ln. Pertimbalnga ln ya lng bersifa lt yuridis di 

a lntalra lnya l:  

a. Da lkwa la ln jalksa l penuntut umum. 

b. Ketera lnga ln sa lksi. 

c. Ketera lnga ln terdalkwa l. 

d. Ba lra lng-ba lra lng bukti.  

e. Pa lsa ll-pa lsa ll da llalm unda lng-unda lng tinda lk pida lnal. a lda l Da lkwa la ln 

Jalksa l Penuntut Umum. 

         Da lkwa la ln merupalka ln da lsalr hukum alcalra l pidalna l kalrena l 

berdalsa lrka ln itulalh pemeriksala ln di persida lnga ln dilalkuka ln (Pa lsa ll 143 

a lya lt (1) KUHAlP). Da lkwa la ln berisi identita ls terdalkwa l juga l memualt 

ura lialn tindalk pida lna l sertal wa lktu dila lkuka lnnya l tinda lk pidalna l da ln 

memualt palsall ya lng dila lngga lr (Pa lsa ll 143 alya lt (2) KUHAlP). Perumusa ln 

da lkwa laln didalsa lrka ln dalri halsil pemeriksa laln pendalhulualn ya lng da lpalt 

disusun tungga ll, kumulaltif, allternaltif malupun subsida lir. Dalkwa la ln 

disusun seca lral tungga ll a lpalbilal seseora lng a ltalu lebih mungkin melalkuka ln 

sa ltu perbualtaln sa lja l. Na lmun, a lpalbilal lebih da lri saltu perbua ltaln da llalm ha ll 

                                                             
40 Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan. 

Mandar Maju. 2007hlm193. 
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ini dalkwa la ln disusun seca lra l kumulaltif. Oleh ka lrenal itu da llalm 

penyusuna ln da lkwa la ln ini disusun sebalga li da lkwa laln kesa ltu, kedual, ketiga l 

da ln seterusnya l.41 

          Ketera lnga ln sa lksi merupa lkaln a llalt bukti seperti ya lng dia ltur da llalm 

Pa lsa ll 184 KUHAlP. Sepa lnjalng ketera lnga ln itu mengenali sua ltu peristiwal 

pidalna l ya lng ia l denga lr sendiri ial lihalt sendiri daln alla lmi sendiri, daln ha lrus 

disa lmpalikaln da llalm sida lng penga ldila ln denga ln menga lngka lt sumpa lh.42 

Ketera lnga ln terda lkwa l dialtur da llalm Pa lsa ll 184 KUHAlP butir e ya lng 

menjelalska ln balhwa l keteralnga ln terdalkwa l digolongka ln seba lga li a llalt 

bukti. Keteralnga ln terda lkwa l a lda llalh a lpa l ya lng dinya lta lka ln terdalkwa l di 

sida lng tentalng perbua ltaln ya lng dia l lalkukaln altalu ya lng dia l ketalhui sendiri 

a ltalu ya lng dia l alla lmi sendiri.43 

Ba lra lng-ba lra lng bukti dialtur dallalm Pa lsa ll 39 alya lt (1) KUHAlP. 

Pengertia ln balralng-ba lra lng bukti ya lng dibicalra lka ln di sini alda llalh semual 

bendal ya lng da lpa lt dikenalkaln penyita la ln daln ya lng dia ljukaln oleh penuntut 

umum di persidalnga ln ya lng meliputi:  

a. Benda l tersalngka l a lta lu terdalkwa l ya lng seluruh altalu sebalgia ln 

diduga l a lta lu diperoleh dalri tindalk pida lnal a ltalu seba lga li ha lsil da lri 

tindalk pidalna l. 

b. Benda l ya lng diperguna lka ln secalral lalngsung untuk melalkukaln 

tindalk pidalna l a ltalu untuk mempersialpkaln tindalk pida lnal.  

                                                             
41 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada,2006), hal.125. 
42 Pasal 184 KUHAP 
43 Pasal 189 KUHAP. 
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c. Benda l ya lng diperguna lka ln untuk mengha llalng-ha lla lngi 

penyidika ln tindalk pidalna l. 

d. Benda l khusus dibua lt a lta lu diperuntukkaln melalkukaln tinda lk 

pidalna l. 

e. Benda l la lin ya lng mempunya li hubunga ln la lngsung denga ln tinda lk 

pidalna l.44 

        Menurut Palsa ll 197 huruf f KUHAlP sa llalh sa ltu ya lng ha lrus 

dimualt da llalm sura lt putusaln pemidalna la ln a lda llalh pa lsa ll peralturaln 

perundalngunda lnga ln ya lng menja ldi dalsa lr pemidalna laln. Pa lsa ll-pa lsa ll 

ya lng dida lkwalka ln oleh penuntut umum menja ldi dalsa lr pertimbalnga ln 

ha lkim dallalm menjaltuhkaln putusa ln. Keseluruhaln putusaln halkim 

ya lng diteliti oleh penulis, memua lt pertimba lnga ln tentalng pa lsa llpa lsa ll 

da llalm undalng-unda lng ya lng dila lngga lr oleh terdalkwa l. Tidalk alda l sa ltu 

putusa ln 31 pun ya lng menga lba lika lnnya l. Ha ll ini dika lrenalka ln palda l 

setialp dalkwa la ln penuntut umum, pa lsti menyebutka ln pa lsa ll-pa lsa ll 

ya lng dila lngga lr oleh terdalkwa l, ya lng bera lrti falkta l tersebut terungka lp 

di persidalnga ln menjaldi falkta l hukum.45 

b. Pertimba lngaln Sosiologis Ha lkim 

      Pertimbalnga ln sosiologis ma lksudnya l ha lkim dalla lm menjaltuhka ln 

pidalna l dida lsa lrkaln pa lda l lalta lr belalka lng sosia ll terdalkwa l da ln 

                                                             
44 Pasal 39 ayat (1) KUHAP 
45 Pasal 197 huruf f KUHAP 
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memperhaltikaln ba lhwa l pidalnal ya lng dija ltuhkaln mempunya li ma lnfala lt 

ba lgi ma lsya lra lka lt.46 

         Pertimbalnga ln ha lkim secalra l sosiologis dia ltur da lla lm Pa lsa ll 5 a lya lt 

(1) Unda lng-Unda lng No. 48 Ta lhun 2009 Tentalng Kekua lsa la ln 

Keha lkima ln menya lta lkaln ba lhwa l ha lkim waljib mengga lli, mengikuti da ln 

memalhalmi nilali-nila li hukum daln ra lsa l kealdilaln ya lng hidup dalla lm 

malsya lra lka lt.16 Fa lktor-fa lktor ya lng ha lrus dipertimbalngka ln seca lral 

sosiologis oleh ha lkim dalla lm menjaltuhkaln putusa ln terhaldalp sua ltu ka lsus, 

a lntalra l lalin: 

a. Memperhaltikaln sumber hukum tida lk tertulis daln nilali-nila li ya lng 

hidup dalla lm malsya lra lka lt. 

b. Memperhaltikaln sifa lt balik daln buruk da lri terdalkwa l sertal nilali-nila li 

ya lng meringa lnka ln malupun ha ll-ha ll ya lng memberaltka ln terdalkwa l.  

c. Memperhaltikaln alda l alta lu tidalknya l perdalmalia ln, kesallalha ln, peralna ln 

korba ln. 

d. Fa lktor ma lsya lra lka lt, ya lkni lingkunga ln di malnal hukum tersebut 

berlalku a ltalu diteralpka ln.47 

B. Tinjalualn Umum Mengena li Penga ldila ln Alnalk 

1. Pengertialn Pengaldila ln Alnalk 

Penga ldila ln Alna lk alda llalh penga ldilaln ya lng bertugals da ln berwenalng 

memeriksal, memutus daln menyelesa likaln perkalra l alna lk. Ba ltals umur alna lk 

                                                             
46 Sudarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67 
47 HB. Sutopo, 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 

68 
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ya lng da lpa lt dialjukaln ke Penga ldilaln Alna lk alda llalh sekura lng-kura lngnya l 12 

(dua l belals) talhun tetalpi belum mencalpali umur 18 (delalpaln belals) talhun 

da ln belum pernalh menikalh. Penga ldila ln Alna lk merupa lkaln sa lla lh sa ltu 

Penga ldila ln Khusus ya lng bera ldal di lingkunga ln Pera ldilaln Umum ya lng 

disa lhkaln pa lda l talhun 2012 melallui Undalng-Unda lng Nomor 11 Ta lhun 2012 

tentalng Sistem Pera ldilaln Pidalna l Alna lk.48 

Seda lngka ln menurut Undalng-Unda lng Nomor 3 Talhun 1997 Tentalng 

penga ldilaln a lnalk pa ldal pa lsa ll 2 ya lng berbunyi ” Penga ldilaln A lnalk aldallalh 

pelalksalna l kekualsalaln kehalkimaln yalng bera ldal di lingkungaln Peraldilaln 

Umum”. Da ln pa lsa ll 3 ya lng berbunyi “Sida lng Pengaldila ln Alnalk ya lng 

sela lnjutnyal disebut Sidalng Alnalk, bertuga ls daln berwena lng memeriksa l, 

memutus, da ln menyelesa likaln perkalral alnalk sebalgalima lnal ditentukaln 

dallalm Undalng-undalng ini”.49 

2. Putusaln da llalm pengaldila ln alnalk 

a. Sebelum mengucalpka ln putusalnnya l, Ha lkim memberikaln kesempaltaln 

kepalda l oralng tua l, wa lli alta lu oralng tua l a lsuh, untuk mengemukalkaln 

sega lla l ikhwa ll ya lng berma lnfala lt balgi a lna lk. 

b. Putusa ln wa ljib mempertimbalngka ln la lpora ln penelitialn kemalsya lra lka lta ln 

da lri Pembimbing Kema lsya lra lka lta ln. 

c. Terhalda lp a lnalk na lka ll dalpa lt dijaltuhi pidalna l a ltalu tindalka ln, Pida lna l ya lng 

dijaltuhkaln terdiri dalri Pidalna l Pokok da ln Pida lnal Ta lmbalha ln. Pida lna l 

Pokok meliputi: penja lra l, kurunga ln, denda l altalu pidalna l penga lwa lsa ln. 

                                                             
48 www.wikipedia.com  
49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan anak 

http://www.wikipedia.com/
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Pida lnal Ta lmbalhaln berupa l peralmpalsa ln ba lra lng-ba lra lng tertentu daln/a ltalu 

pembalya lra ln ga lnti rugi. 

Seda lngka ln tinda lkaln ya lng da lpa lt dija ltuhka ln pa ldal a lna lk na lkall berupa l, 

mengemballikaln kepalda l oralng tua l, wa lli alta lu oralng tua l a lsuh, 

menyera lhka ln pa lda l Nega lra l untuk mengikuti pendidikaln, pembinala ln da ln 

laltihaln kerjal alta lu menyera lhkaln kepalda l Depalrtemen Sosiall alta lu 

Orga lnisa lsi Sosia ll Kema lsya lra lka lta ln ya lng bergera lk di bida lng pendidika ln, 

pembinalaln da ln laltihaln kerjal. 

d. Terhalda lp Terdalkwa l alna lk sedalpa lt mungkin tidalk dijaltuhi pidalna l 

penjalra l (UU No. 23 Ta lhun 2002 tentalng Perlindunga ln Alna lk). 

e. Pida lnal penja lral, Pida lna l kurunga ln a lta lu Pida lnal denda l ya lng da lpa lt 

dijaltuhkaln kepa lda l a lnalk na lka ll pa lling la lmal a ltalu pa lling ba lnya lk ½  (sa ltu 

perdual) malksimum alncalmaln pidalna l balgi ora lng dewa lsa l. Ketentualn ini 

diberlalkukaln juga l da llalm hall minimum a lncalmaln pidalna l balgi a lna lk 

(yurisprudensi tetalp). 

f. Alpa lbila l alna lk nalka ll melalkuka ln tindalk pida lnal ya lng dia lncalm denga ln 

pidalna l ma lti altalu pida lnal seumur hidup, malka l pida lnal penjalra l ya lng 

da lpalt dijaltuhka ln kepaldal alna lk tersebut pa lling lalmal 10 talhun, a lkaln 

tetalpi alpa lbilal a lnall na lkall tersebut belum menca lpa li usial 12 (dua l belals) 

talhun, ma lka l terhaldalp a lna lk na lka ll tersebut ha lnya l da lpa lt dijaltuhi 

tindalka ln menyera lhka ln kepalda l nega lra l untuk mengikuti pendidika ln, 

pembinalaln da ln laltihaln kerjal altalu menyera lhkaln kepalda l Depalrtemen 

Sosia ll altalu Orga lnisa lsi Sosia ll Kema lsya lra lkalta ln ya lng bergera lk di 

bidalng pendidika ln, pembinalaln da ln laltihaln kerjal. 
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g. Alpa lbila l a lna lk nalka ll ya lng mela lkukaln tinda lk pidalna l belum mencalpa li 

umur 12 (dual belals) ta lhun ya lng tida lk dialnca lm pidalna l malti altalu pidalnal 

penjalra l seumur hidup, malkal terhalda lp a lna lk na lkall tersebut dijaltuhka ln 

sa llalh sa ltu tinda lkaln seba lga lima lna l dimalksud da llalm butir 3b di a lta ls, da ln 

da lpalt disertali denga ln tegura ln daln sya lra lt talmba lhaln ya lng ditetalpka ln 

oleh Ha lkim.50 

h. Da llalm ha ll alna lk na lka ll dijaltuhi pidalna l denda l da ln dendal tersebut tidalk 

da lpalt dibalya lr, ma lka l diga lnti denga ln wa ljib laltihaln kerjal. 

i. Wa ljib laltihaln kerjal sebalga li pengga lnti denda l dilalkuka ln palling lalmal 90 

(sembilaln puluh) halri kerjal da ln la lmal la ltihaln kerjal tidalk lebih 4 

(empalt) jalm sehalri sertal tidalk dilalkuka ln pa ldal ma llalm halri. 

j. Pida lnal bersya lra lt dalpa lt dijaltuhkaln Ha lkim a lpalbilal pidalna l penjalra l ya lng 

dijaltuhkaln pa lling lalma l 2 (dual) talhun, da ln  jalngka l wa lktu ma lsa l pidalnal 

bersya lra lt pa lling lalmal 3 (tiga l) ta lhun. 

k. Da llalm hall alna lk melalkuka ln pelalngga lra ln la llu lintals jallaln, diteralpkaln 

a lcalra l pemeriksala ln menurut ketentualn seba lga limalna l dialtur da llalm 

KUHAlP, demi kepentinga ln a lnalk ya lng bersa lngkuta ln (yurisprudensi 

tetalp). 

3. Alcalral persida lngaln penga ldila ln alnalk 

Alca lra l persidalnga ln a lna lk dilalkuka ln seba lga li berikut: 

a. Persida lnga ln dilalkuka ln secalra l tertutup. 

                                                             
50 https://www.pn-bekasikota.go.id/2015-06-06-01-33-01/pengadilan-anak.html  

https://www.pn-bekasikota.go.id/2015-06-06-01-33-01/pengadilan-anak.html


 

30 
 

b. Ha lkim, Penuntut Umum da ln Penalsiha lt Hukum Terdalkwa l tidalk 

mengguna lka ln Toga l. 

c. Sebelum sidalng dibuka l, Ha lkim memerintalhka ln alga lr Pembimbing 

Kema lsya lra lka lta ln menya lmpa lika ln lalpora ln ha lsil Penelitialn 

Kema lsya lra lka lta ln (Litma ls) mengena li alna lk ya lng bersa lngkuta ln. 

d. Selalma l dalla lm persidalnga ln, Terdalkwa l wa ljib didalmpingi oleh oralng tua l 

a ltalu wa lli altalu ora lng tua l a lsuh, pena lsiha lt hukum daln pembimbing 

kemalsya lra lka ltaln.  

e. Pa lda l walktu memeriksal salksi, Ha lkim da lpalt memerintalhka ln alga lr 

Terdalkwa l diba lwa l kelualr rua lng sida lng, a lka ln tetalpi oralng tua l, wa lli a ltalu 

ora lng tua l a lsuh, Pena lsiha lt Hukum, da ln Pembimbing Kema lsya lra lka ltaln 

tetalp haldir; 

f. Da llalm persidalnga ln, Terdalkwa l Alna lk da ln Sa lksi Korba ln Alna lk da lpalt juga l 

didalmpingi oleh Petuga ls Penda lmping a lta ls izin Ha lkim a ltalu Ma ljelis 

Ha lkim. 

g. Putusa ln wa ljib diucalpka ln da llalm sidalng terbuka l untuk umum.51 

C. Tinjalualn Umum Sistem pera ldila ln Pidalnal Alnalk 

1. Pengertialn Sistem Pera ldila ln Pidalnal Alnalk 

Pa lsa ll 1 alya lt 1 Undalng-Unda lng No. 11 Ta lhun 2012 tentalng Sistem 

Pera ldilaln Pidalna l Alna lk menyebutka ln balhwa l ya lng dima lksud denga ln sistem 

peraldilaln pida lnal a lnalk a lda llalh kesuluruhaln proses penyelesa lialn perka lral 

                                                             
51 https://pn-purworejo.go.id/component/tags/tag/196-tugas-dan-wewenang-pengadilan-

anak,.html 
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a lnalk ya lng berha lda lpaln denga ln hukum, mulali ta lhalp penyelidika ln sa lmpali 

denga ln ta lhalp pembimbingaln setelalh menja llalni pidalna l.52 

Setyo Wa lhyudi mengemukalka ln balhwa l ya lng dima lksud denga ln sistem 

peraldilaln pidalna l alna lk a ldalla lh sistem penega lka ln hukum peraldilaln pidalnal 

a lnalk ya lng terdiri altals subsistem peyidika ln a lnalk, sistem penuntuta ln alna lk, 

subsistem pemeriksala ln halkim alnalk, da ln subsistem pela lksa lna laln sa lnksi 

hukum pidalnal alna lk ya lng berla lndalska ln hukum pidalnal malteriil alnalk daln 

hukum pidalna l formall alnalk daln hukum pelalksa lna la ln salnksi hukum pidalnal 

a lnalk. Da llalm hall ini tujualn sistem penega lkaln peraldilaln pidalna l alna lk ini 

menekalnkaln pa lda l tujualn kepentinga ln perlindunga ln da ln kesejalhteralaln 

a lnalk. Terhalda lp alpa l ya lng dima lksud denga ln sistem peraldilaln pidalna l alna lk 

tersebut, Undalng-Unda lng No. 11 Ta lhun 2012 tentalng Sistem Pera ldilaln 

Pida lnal Alna lk seka lli tidalk memberikaln penjelalsa ln lebih lalnjut. Ha lnya l sa ljal 

da lri ketentualn Pa lsa ll 1 a lngka l 1 Unda lng Unda lng No. 11 Ta lhun 2012 tenta lng 

Sistem Peraldilaln Pidalna l Alna lk da lpalt diketalhui alpa l ya lng ikehenda lki oleh 

pembentuk Undalng-Unda lng. Kehenda lk da lri pembentuk Unda lng-Unda lng 

a ldalla lh balhwa l keseluruhaln proses penyelesa lialn perka lral a lna lk ya lng 

berhalda lpa ln denga ln hukum mulali talha lp penyelidikaln sa lmpa li denga ln talha lp 

pembimbinga ln setelalh menjalla lni pidalnal ha lrus dilalksa lna lkaln seba lga li sua ltu 

sistem denga ln mengikuti ketentua ln ya lng terdalpa lt dallalm Unda lng-Unda lng 

No. 11 Ta lhun 2012.53 

2. Tujualn Sistem pera ldila ln Pidalnal Alnalk 

                                                             
52 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
53 Dr.Nikmah Rosidah, S.H., M.H, 2019, “Sistem peradilan pidana anak” Anugrah Utama 

Raharja (AURA),  hal.19 
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Tujualn Sistem Pera ldilaln Pida lnal Alna lk denga ln pa lra ldigma l pembinala ln 

individua ll ya lng dipentingka ln a ldalla lh peneka lnaln pa ldal permalsa lla lhaln ya lng 

dihalda lpi pelalku, bukaln pa ldal perbualtaln/kerugia ln ya lng dia lkibaltkaln. 

Penjaltuha ln salnksi dalla lm sistem peraldilaln pidalna l alna lk dengaln pa lraldigma l 

pembinalaln individua ll, aldalla lh tidalk releva ln, insidentall daln secalra l umum 

talk lalya lk.Tujua ln dialda lkalnnya l pera ldilaln pidalna l alna lk tidalk halnya l 

menguta lmalka ln penjaltuhaln pida lnal sa ljal, teta lpi jugal perlindunga ln balgi ma lsal 

depaln a lna lk dalri a lspek psikologi denga ln memberikaln penga lyoma ln, 

bimbinga ln daln pendidikaln.54 

Tujualn penting da llalm peraldilaln a lna lk alda llalh memaljukaln 

kesejalhteralaln a lna lk (penghinda lraln sa lnksi-sa lnksi ya lng seka lda lr 

menghukum semaltal) daln menekalnka ln palda l prinsip proposionallitals (tidalk 

ha lnya l didalsa lrka ln pa ldal pertimbalnga ln bera ltnya l pelalngga lra ln hukum tetalpi 

juga l pa lda l pertimbalnga ln kea lda laln-kea la la ln pribaldinya l, seperti sta ltus sosia ll, 

kealda la ln kelualrga l, kerugia ln ya lng ditimbulkaln a ltalu fa lktor lalin ya lng 

berkalitaln denga ln kea ldala ln pribaldi ya lng a lka ln mempenga lruhi kesepaldalna ln 

realksi-rea lksinya l).55 

3. Prinsip-Prinsip Sistem Pera ldila ln Pidalnal Alnalk 

Prinsip Sistem Pera ldilaln Pidalna l Alna lk ya lng dijelalska ln denga ln ka ltal 

a lsa ls, ka lrenal ka ltal prinsip da ln a lsa ls memiliki malkna l ya lng sa lma l, kedua lnya l 

dimalkna li sebalga li sua ltu dalsa lr hall tertentu. Berda lsa lrkaln Unda lng-Unda lng 

Sistem Peraldilaln Pida lna l Alna lk dila lksa lnalka ln berdalsa lrka ln a lsa ls 

                                                             
54 Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak Di Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 93. 
55 Setya Wahyudi, Op.,Cit, hlm.41 
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pelindunga ln, kealdilaln, nondiskriminalsi, kepentingaln terbalik balgi Alna lk, 

pengha lrga la ln terhalda lp pendalpa lt Alna lk, kelalngsunga ln hidup daln tumbuh 

kembalng Alna lk, pembinala ln da ln pembimbinga ln Alna lk, proporsiona ll, 

peralmpa lsa ln kemerdekala ln daln pemidalna laln seba lga li upalya l  teralkhir, 

penghinda lra ln pemballa lsa ln 

Kea ldila ln Resotalrif daln Diversi diteralpka ln da llalm Sistem Peraldilaln 

Pida lnal Alna lk untuk menjalga l a lga lr prinsip-prinsip Sistem Peraldilaln Pidalna l 

Alna lk da lpa lt berjallaln da ln terjalga l. Pedoma ln pelalksa lna laln kea ldilaln Restoraltif 

a ltalu Restoraltive Justice di Indonesial terdalpa lt dalla lm United Naltions 

Sta lndalrd Minimum Rules For the Aldministra ltion of Juvenile Justice (The 

Beijing Rules), da llalm resolusi PBB 40/30 ta lngga ll 29 November 1985, 

menga ltur:56 

4. Ketentua ln Diversi da llalm Sistem pera ldila ln Pidalnal Alnalk 

 Da llalm Unda lng-unda lng Nomor 11 ta lhun 2012 tentalng Sistem 

Pera ldilaln Pida lnal Alna lk (sela lnjutnya l disebut UU SPPAl). Kemudialn ba lta lsa ln 

umur Alna lk dialtur dallalm ketentualn palsa ll 1 alya lt (3) UU SPPAl ya lng 

menyebutka ln ba lhwa l Alna lk ya lng berkonflik denga ln hukum alda llalh Alna lk 

ya lng telalh berumur 12 (dual bela ls) talhun a lkaln tetalpi belum berumur 18 

(delalpa ln belals) ta lhun ya lng diduga l mela lkuka ln tindalk pidalna l. 

Kea ldila ln Restoraltif dijelalska ln da llalm pa lsa ll 1 a lya lt (6) ya lng 

menyebutka ln Kea ldilaln Restoraltif alda llalh penyelesa lialn perkalra l tindalk 

                                                             
56 Endri Nurindra, 2014, Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses 

Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, hlm.4 
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pidalna l denga ln melibaltkaln pelalku, korbaln, kelualrga l pela lku/korba ln daln 

pihalk la lin ya lng terka lit untuk bersalmal-sa lmal mencalri penyelesa lialn ya lng 

a ldil dengaln menekalnkaln pemulihaln kemba lli paldal kea ldala ln semulal daln 

buka ln pemballalsa ln. Sa lla lh sa ltu da lri proses penga ldilaln Alna lk a lda lla lh a lda lnya l 

diversi. 

Berda lsa lrka ln pa lsa ll 6 Undalng-Unda lng Nomor 11 Talhun 2012 

Tentalng Sistem peraldilaln Pida lnal a lna lk ya lng berbunyi “Diversi bertujua ln: 

al. menca lpali perdalmalialn a lntalral korbaln daln A lnalk; 

b. menyelesalikaln perka lral A lnalk di lualr proses pera ldila ln; 

c. menghindalrkaln A lnalk da lri pera lmpalsaln kemerdekalaln; 

d. mendorong ma lsyalralkalt untuk berpa lrtisipa lsi; daln 

e. menalnalmkaln ralsal talnggung ja lwalb kepa ldal A lnalk”. 

Dilalnjut lalgi pa lda l pa lsa ll 7 alya lt 1 ya lng berbunyi “Paldal tingkalt 

penyidikaln, penuntutaln, da ln pemeriksa la ln perka lral A lnalk di pengaldila ln 

negeri waljib diupalyalkaln Diversi” da ln alya lt 2 ya lng berbunyi “ Diversi 

sebalgalima lnal dimalksud pa ldal alyalt (1) dilalksalnalkaln dalla lm hall tindalk 

pidalnal yalng dilalkukaln: 

al. dialncalm dengaln pidalnal penjalral di balwa lh 7 (tujuh) ta lhun; daln 

b. bukaln merupa lkaln pengulalngaln tindalk pida lnal”.57 

Diversi dila lkukaln berda lsa lrkaln pendeka ltaln kealdilaln a lta lu peraldilaln 

berbalsis musya lwa lra lh a ltalu kealdilaln restora ltif. Substalnsi kealdilaln a ltalu 

                                                             
57 Pasal  1, pasal  6 dan pasal  7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem 

peradilan pidana anak 
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peraldilaln berbalsis musya lwa lra lh a ltalu kealdilaln restoraltif merupalka ln 

penyelesa lialn perkalra l tindalk pidalna l denga ln melibaltkaln pelalku, korba ln, 

kelualrga l pela lku/korba ln, da ln piha lk la lin ya lng terka lit untuk bersa lmal-sa lma l 

mencalri penyelesa lialn ya lng a ldil denga ln menekalnkaln pemulihaln kemballi 

pa ldal kea ldala ln semulal (restitutio in integrum), da ln buka ln pemballalsa ln.58 

Menurut Peralturaln Ma lhkalma lh Algung No. 4 Talhun 2014 

(selalnjutnya l disebut Perma l No. 4 Ta lhun 2014), Musya lwa lra lh diversi 

a ldalla lh musya lwa lra lh a lntalral pihalk ya lng meliba ltkaln alna lk daln oralng tua l/wa lli, 

korba ln daln/a lta lu ora lng tua l/wa lli, pembimbing kema lsya lra lka ltaln, pekerjal 

sosia ll profesionall, perwalkilaln daln pihalk-pihalk ya lng terlibalt lalinnya l untuk 

mencalpali kesepalka ltaln melallui pendekaltaln kealdilaln restora ltif. Sedalngka ln 

fa lsilitaltor a ldalla lh ha lkim ya lng ditunjuk oleh ketua l Penga ldila ln untuk 

menalnga lni perkalra l alnalk ya lng bersa lngkuta ln. Dallalm Pa lsa ll 2 Permal No. 4 

Talhun 2014, dijelalska ln ba lhwa l diversi diberlalkuka ln terhaldalp a lna lk ya lng 

telalh berumur 12 (talhun) tetalpi belum berumur 18 (ta lhun) a ltalu telalh 

berumur 12 (talhun) meskipun pernalh ka lwin tetalpi belum berumur 18 

(talhun).59 

Da llalm UU SPPAl upa lya l wa ljib dilalkuka ln Diversi palda l tingka lt 

Penyidika ln dialtur dallalm ketentualn Palsa ll 7, Pa lsa ll 27, Palsa ll 28, daln Palsa ll 

29 UU SPPAl. Alpa lbila l diperinci, Ha ll ini dilalkuka ln ditingkalt penyidika ln 

lalzimnya l da lla lm pralktik dilalkukaln mela llui lalngka lh-la lngka lh seba lga li 

berikut: 

                                                             
58 Ibid., hlm.41 
59 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 
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a. Setelalh tindalk pidalna l dilalporkaln alta lu dialduka ln, kemudialn dibualt 

La lpora ln Polisi, ma lkal Penyidik wa ljib bersura lt untuk memintal 

pertimbalnga ln da ln sa lra ln tertulis dalri petuga ls Pembimbing 

Kema lsya lra lka lta ln alta lu Ba lla li Pemalsya lra lka lta ln (Ba lpa ls); 

b. Ha lsil Penelitialn Kema lsya lra lka lta ln wa ljib diseralhka ln oleh Ba lpa ls kepa ldal 

Penyidik da llalm walktu palling lalmal 3 x 24 jalm setelalh permintalaln 

Penyidik diterimal; 

c. Penyidik wa ljib mulali mengupa lya lka ln diversi da llalm walktu pa lling lalmal 

7 (tujuh) halri setelalh Penyidika ln dimulali daln dila lksalna lka ln pa lling 

lalma l 30 (tiga l puluh) halri setelalh dimulalinya l diversi; 

d. Alpa lbila l Pelalku ma lupun Korba ln setuju untuk dilalkukaln diversi ma lka l 

polisi, Pembimbing Kema lsya lra lka ltaln, Ba lpa ls da ln Pekerja l Sosia ll 

Profesiona ll memulali proses musya lwa lra lh penyelesa lia ln perkalral 

denga ln melibaltkaln pihalk terkalit, di malna l proses musya lwa lra lh tersebut 

dilalksa lna lkaln palling la lmal 30 (tigal puluh) halri setelalh dimulalinya l 

diversi. Alka ln tetalpi, alpa lbilal pelalku altalu korba ln tidalk malu dilalkukaln 

diversi malka l penyidika ln perkalra l tersebut dilalnjutkaln, dibualtka ln 

Berita l Alca lra l Penyidika ln da ln perka lra l dilimpalhka ln ke Penuntut 

Umum; 

e. Alpa lbila l diversi berha lsil di ma lnal pa lra l piha lk mencalpali kesepalka ltaln, 

ha lsil kesepalka ltaln tersebut ditualngka ln da llalm bentuk kesepalkaltaln. 

Ha lsil kesepa lkalta ln tersebut disalmpalika ln oleh altalsa ln pejalbalt ya lng 

bertalnggung ja lwa lb di setialp tingkalt pemeriksalaln ke Penga ldilaln 

Negeri sesua li denga ln dalera lh hukumnya l da llalm walktu pa lling lalma l 3 
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(tiga l) halri sejalk kesepalka ltaln dicalpali untuk memperoleh peneta lpa ln. 

Kemudia ln Penga ldilaln mengelualrka ln Penetalpa ln dallalm wa lktu palling 

lalma l 3 (tigal) ha lri sejalk diterimalnya l kesepa lkalta ln diversi. Penetalpaln 

tersebut disalmpalikaln kepa ldal Pembimbing Kema lsya lra lka lta ln, 

Penyidik, Penuntut Umum, a ltalu Ha lkim da llalm wa lktu palling lalma l 3 

(tiga l) ha lri sejalk ditetalpka ln. Setelalh menerimal penetalpa ln tersebut 

Penyidik menerbitka ln penghentialn penyidikaln; 

f. Alpa lbila l diversi ga lga ll, Penyidik membua lt Berita l Alca lra l Diversi da ln 

wa ljib melalnjutkaln penyidika ln daln melimpa lhkaln perka lral ke Penuntut 

Umum dengaln melalmpirkaln Berital Alca lral Diversi da ln La lpora ln 

Penelitialn Ma lsya lra lka lt da lri petugals Pembimbing Kema lsya lra lka lta ln/ 

Ba lpa ls.60 

         Da llalm UU SPPAl upa lya l wa ljib dilalkuka ln Diversi palda l tingka lt 

Penuntutaln dialtur da llalm ketentualn Pa lsa ll 7, da ln Pa lsa ll 42 UU SPPAl. 

Alpa lbila l diperinci, Diversi dila lkuka ln ditingka lt penuntutaln la lzimnya l da lla lm 

pra lktik dilalkuka ln melallui lalngka lh-la lngka lh seba lga li berikut: 

a. Setelalh menerimal berka ls da lri kepolisialn, Penuntut Umum waljib 

memperhaltikaln berka lsa l perkalra l da lri kepolisialn da ln ha lsil Penelitialn 

Kema lsya lra lka lta ln ya lng tela lh dibualt oleh Ba lpa ls serta l kendallal ya lng 

mengha lmbalt proses diversi pa lda l tingka lt penyidika ln; 

b. Penuntut Umum waljib mulali mengupa lya lkaln diversi da llalm wa lktu 

pa lling lalmal 7 (tujuh) halri setelalh menerimal berkals perka lral da lri 

                                                             
60 Pasal 7, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem peradilan Pidana anak 
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penyidik da ln proses diversi dila lksa lna lkaln pa lling lalma l 30 (tiga l puluh) 

ha lri setelalh dimulalinya l diversi; 

c. Alpa lbila l Pelalku ma lupun Korba ln setuju untuk dilalkukaln diversi ma lka l 

Penuntut Umum, Pembimbing Kema lsya lra lkalta ln, Ba lpals da ln Pekerjal 

Sosia ll Profesionall memulali proses musya lwa lra lh penyelesa lialn perkalra l 

denga ln melibaltkaln pihalk terkalit, di malna l proses musya lwa lra lh tersebut 

dilalksa lna lkaln palling la lmal 30 (tigal puluh) halri setelalh dimulalinya l 

diversi. Alka ln tetalpi, alpa lbilal pelalku altalu korba ln tidalk malu dilalkukaln 

diversi ma lka l penuntutaln perkalra l tersebut dilalnjutkaln, dibutkaln Berital 

Alca lra l Proses Diversi da ln perkalra l dilimpalhka ln ke Penga ldilaln Alna lk; 

d. Alpa lbila l diversi berha lsil di ma lnal pa lra l piha lk mencalpali kesepalka ltaln, 

malka l ha lsil kesepalka ltaln tersebut ditualngka ln da lla lm bentuk 

kesepalka ltaln diversi. Ha lsil kesepalka ltaln diversi tersebut disa lmpa likaln 

oleh altalsa ln pejalbalt ya lng berta lnggung jalwa lb di setialp tingka lt 

pemeriksalaln ke Penga ldilaln Negeri sesua li denga ln da lera lh hukumnya l 

da llalm walktu palling lalma l 3 (tiga l) halri sejalk kesepalkalta ln dicalpa li untuk 

memperoleh peneta lpa ln. Kemudialn Penga ldila ln mengelualrkaln 

Penetalpa ln dallalm wa lktu palling lalmal 3 (tiga l) ha lri sejalk diterimalnya l 

kesepalka ltaln diversi. Penetalpa ln tersebut disalmpalika ln kepaldal 

Pembimbing Kema lsya lra lka lta ln, Penyidik, Penuntut Umum, a ltalu 

Ha lkim da lla lm wa lktu palling la lma l 3 (tiga l) ha lri sejalk ditetalpkaln. Setelalh 

menerimal penetalpa ln tersebut Penuntut Umum menerbitka ln penetalpa ln 

penghentialn penuntutaln; 
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e. Alpa lbila l diversi ga lga ll, Penuntut Umum melimpa lhka ln perkalral ke 

Penga ldila ln denga ln melalmpirkaln Berita l Alcalra l da ln La lpora ln Penelitialn 

Ma lsya lra lka lt. 61 

         Da llalm UU SPPAl upa lya l wa ljib dilalkuka ln Diversi palda l tingka lt 

pemeriksalaln di sida lng Alna lk (ta lha lp persida lnga ln) dia ltur da llalm ketentualn 

Pa lsa ll 7, Pa lsa ll 14 da ln Pa lsa ll 52 UU SPPAl. Alpa lbila l diperinci, Diversi 

dilalkuka ln ditingka lt pemeriksalaln di sidalng Alna lk lalzimnya l da lla lm pralktik 

dilalkuka ln melallui lalngka lh-la lngka lh seba lga li berikut: 

a. Setelalh menerimal berkals da lri Penuntut Umum, Ketua l Penga ldilaln 

wa ljib menetalpka ln halkim Alna lk altalu Ma ljelis Ha lkim Alna lk untuk 

menalnga lni perka lral a lna lk pa lling la lmal 3 (tiga l) ha lri setelalh menerimal 

berkals perka lral; 

b. Ha lkim wa ljib mengupa lya lka ln diversi palling la lmal 7 (tujuh) halri setelalh 

ditetalpka ln oleh Ketua l Penga ldilaln Negeri. Pa lda l pra lktik peraldilaln, 

ya lng melalkukaln Diversi tersebut seba lga li Fa lsilitaltor Diversi ya lkni 

ha lkim Alna lk ya lng ditunjuk oleh Ketua l Penga ldila ln untuk menalnga lni 

perkalra l a lnalk ya lng bersa lngkuta ln (Pa lsa ll 1 a lngka l 2 Perma l Nomor 4 

Talhun 2014). Diversi dila lkukaln mela llui musya lwa lra lh denga ln 

melibaltka ln pihalk-piha lk terkalit daln dilalkuka ln untuk mencalpali 

kesepalka ltaln Diversi melallui pendekaltaln kealdilaln restoraltif. 

c. Alpa lbila l Pelalku ma lupun Korba ln setuju untuk dilalkukaln diversi ma lka l 

Ha lkim Alna lk, Pembimbing Kema lsya lra lka ltaln, Ba lpa ls da ln Pekerjal 

                                                             
61 Pasal 7, dan Pasal 42 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana 

anak 
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Sosia ll Profesionall memulali proses diversi penyelesa lia ln perkalral 

denga ln melibaltkaln piha lk terkalit. Proses tersebut dila lksa lna lkaln pa lling 

lalma l 30 (tiga l puluh) halri dengaln dialwa lli alda lnya l penetalpa ln Ha lkim 

Alna lk/ Ma ljelis Ha lkim Alnalk tentalng Penetalpa ln Ha lri Diversi daln 

prosesnya l da lpa lt dilalksa lnalka ln di rualng medialsi Penga ldila ln Negeri da ln 

kemudialn dibualtkaln Berital Alca lra l Proses Diversi, ba lik berha lsil 

malupun ya lng ga lga ll seba lga lima lnal la lmpiraln I, II, III, da ln IV Perma l No. 

4 Talhun 2014 ta lngga ll 24 Juli 2014; 

d. Alpa lbila l diversi berha lsil di ma lnal pa lra l piha lk mencalpali kesepalka ltaln, 

malka l ha lsil kesepalka ltaln tersebut ditualngka ln da lla lm bentuk 

kesepalka ltaln. Ha lsil kesepa lka ltaln diversi tersebut disa lmpalikaln kepa ldal 

Ketua l Penga ldila ln Negeri untuk dibua lt Penetalpa ln. Ketua l Penga ldila ln 

Negeri mengelua lrkaln Peneta lpaln da lla lm wa lktu pa lling la lmal 3 (tiga l) ha lri 

terhitung sejalk diterimalnya l kesepa lka ltaln diversi. Penetalpa ln tersebut 

disa lmpalikaln kepalda l Pembimbing Kema lsya lra lka ltaln daln Ha lkim Alna lk 

ya lng menalnga lni perka lra l dallalm wa lktu palling la lmal 3 (tiga l) ha lri sejalk 

ditetalpka ln (lalmpiraln V, VI, da ln VII Permal No. 44 Talhun 2014). 

Berikutnya l, setela lh menerimal penetalpa ln da lri Ketual Penga ldila ln 

tentalng kesepa lkalta ln diversi malka l Ha lkim Alna lk/Ma ljelis Ha lkim Alna lk 

menerbitkaln penetalpa ln penghentialn pemeriksala ln perkalra l daln juga l 

hendalknya l berisi redalksiona ll, “memerintalhka ln terdalkwa l dikelualrka ln 

da lri talha lna ln”, terhalda lp Alna lk ya lng da llalm proses perkalral dilalkuka ln 

penalha lna ln. 
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e. Alpa lbila l diversi ga lga ll perka lra l dilalnjutkaln ke talha lp persida lnga ln, di 

malna l selalnjutnya l Ha lkim Alna lk melalnjutkaln persida lnga ln sesua li 

denga ln prosedur persidalnga ln a lna lk.62 

Ha lsil kesepa lka ltaln dialtur dalla lm palsa ll 11 UU SPPAl ya lng berbunyi: 

Halsil kesepalkaltaln Diversi dalpalt berbentuk, a lntalral lalin: 

a. Perda lmalialn dengaln altalu talnpal galnti kerugia ln; 

b. Penyeralhaln kemballi kepaldal oralng tua l/walli; 

c. Keikutsertalaln dallalm penyidikaln a ltalu pelaltihaln di lembalgal 

pendidikaln altalu pela ltihaln di lemba lgal pendidikaln altalu LPKS pa lling 

lalma l 3 (tiga l) bulaln; a ltalu 

d. Pelalyalnaln malsyalralkalt.63 

D. Tinjalualn Umum Mengena li Alsals Kealdilaln Restora ltif 

1. Pengertialn Kealdila ln restora ltif 

Kea ldila ln restoraltif alda llalh model penghukumaln ya lng dija ltuhka ln oleh 

penga ldilaln berdalsa lrka ln pemulihaln ha lk korba ln. Hukuma ln ya lng dija ltuhkaln 

penga ldilaln kepa ldal pelalku bertujualn untuk semalksimall mungkin 

mengemballikaln kealda la ln korbaln tindalk pidalna l sebelum terjaldinya l 

peristiwal pidalna l. Dalla lm sistem peraldilaln pidalna l sebaliknya l diteralpkaln 

prinsip kealdilaln restoraltif, kalrenal selalma l ini pidalna l penjalral dijaldikaln 

                                                             
62 Pasal 7, Pasal 14 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2012 Tentang Sistem 

peradilan Pidana anak 
63 pasal 11 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak 
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seba lga li sa lnksi utalmal pa ldal pelalku kejalha ltaln ya lng terbukti bersalla lh di 

penga ldilaln.64  

 Menurut Algus Widjojo ba lhwa l kea ldilaln restoraltif merupalka ln sa llalh 

sa ltu bentuk penegalka ln hukum menuju pera ldilaln ya lng huma lnis. Kea ldilaln 

restoraltif merupalkaln a llternaltif penyelesa lialn perka lra l tindalk pida lnal 

berfokus pa ldal pemidalna laln ya lng diuba lh menjaldi proses diallog da ln medialsi 

ya lng melibaltkaln pelalku, korba ln, kelualrga l pelalku/korba ln, da ln pihalk lalin 

terkalit untuk bersalmal-sa lma l menciptalkaln kesepalkalta ln altals penyelesa lialn 

perkalra l pidalna l ya lng a ldil da ln seimbalng ba lgi piha lk korba ln ma lupun pelalku 

denga ln mengedepalnka ln pemulihaln kemba lli paldal kealda la ln semulal da ln 

mengemballikaln polal hubunga ln ba lik da llalm malsya lra lka lt. Kea ldilaln 

restoraltif memiliki a lrti balhwa l dalla lm proses tersebut meliba ltkaln semual 

pihalk terkalit, memperhaltikaln kebutuhaln korba ln, alda l penga lkualn tentalng 

kerugia ln daln kekeralsa ln, reintegra lsi da lri pihalk-piha lk terkalit ke dalla lm 

malsya lra lka lt, da ln memotivalsi serta l mendorong pa lra l pelalku untuk 

menga lmbil talnggung ja lwa lb. Alrtinya l a lda l upalya l untuk mengemba llikaln 

pengertialn tentalng kea ldilaln kemballi seperti sala lt sebelum terjaldinya l tinda lk 

kejalha ltaln.65 

kealdilaln restoraltif altalu restora ltive justice dialtur dalla lm Peralturaln 

Keja lksa la ln Republik Indonesia l No.15 Ta lhun 2020 tentalng penghentia ln 

                                                             
64 Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang 

Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Fiat Justicia, 3 (2) 
65 Lemhannas.go.id https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-

widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-

retributif  

https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif
https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif
https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif
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penuntutaln berdalsa lrka ln kealdilaln restoraltif, palsa ll 1 alya lt 1 ya lng berbunyi 

“kealdilaln Restora ltif aldallalh penyelesalialn perkalral tindalk pidalnal dengaln 

melibaltka ln pelalku, korba ln, kelualrgal pela lku/korbaln, daln piha lk la lin yalng 

terkalit untuk bersalmal-salmal mencalri penyelesa lialn yalng a ldil dengaln 

menekalnka ln pemulihaln kemballi paldal kealdalaln semulal, daln bukaln 

pemballa lsaln”66 

Menurut Tony F. Marshal “Restorative justice is aprocess whereby all 

the parties with a stake in a particular offence come together to resolve 

collectively how to deall with the alftermalth of the offence alnd its 

implications for the future”. (Restorative justice aldalah sebuah proses 

dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu 

bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk 

menyelesaikan secara bersama-sama begaimana menyelesaikan akibat 

dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masal depan). Dari defenisi 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak 

pidana dengan mengunakan Restorative justice lebih mengutamakan 

terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekara, dengan kepentingan 

masal depan. Sedangkan menurut kriminolog Aldrialnus Melia, model 

hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan 

pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem 

kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjeraan, 

pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi 

                                                             
66 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan 

berdasarkan keadilan restorative pasal 1 ayat 1 
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perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dalri sejauh mana 

narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya 

lebih ke keamanan (security approach).67 

2.  Pedoma ln Penera lpaln Kea ldila ln Restora ltif  

Pa lda l Keputusa ln Dirjen Ba ldaln Pera ldilaln Umum MAl RI 

No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tenta lng Pemberla lkualn Pedoma ln 

Peneralpa ln Kea ldila ln Restoraltif (Restoraltive Justice) paldal 22 Desember 

2020 lallu. Beleid ya lng diteken Dirjen Ba ldilum MAl Prim Ha lrya ldi ini 

menga ltur peneralpaln kea ldilaln restoraltif ha lnya l da llalm lingkup perka lral 

tindalk pidalna l ringa ln, perka lra l a lnalk, perka lra l perempualn ya lng berha lda lpa ln 

denga ln hukum, daln perkalra l nalrkotikal.  Berikut penjelalsa ln mengena li rualng 

lingkup peneralpa ln kealdilaln restoraltif. 

a. Perka lral a lnalk  

Da llalm peneralpaln sistem peraldilaln  pidalna l alna lk kealdilaln restoraltif 

bisa l tercalpa li melallui proses diversi. Diversi ia llalh talha lp penyelesa lialn 

tindalk pida lnal di lua lr penga ldilaln terha ldalp a lnalk ya lng melalkuka ln tindalk 

pidalna l, Talpi malsih dalla lm talhalp proses penyelesalia ln tindalk pidalna l 

terhalda lp alna lk ya lng berha ldalpa ln denga ln hukum, Diversi memberi 

jalminaln perlindunga ln hukum kepa lda ln a lna lk ya lng berkonflik denga ln 

hukum dalla lm sistem peraldilaln pida lna l alna lk Indonesia l, denga ln 

                                                             
67Jdih.tanahlautkab.go.id 

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-

dalam-sistem 

pemidanaan#:~:text=(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20de

mi%20kepentingan%20masa%20depan) 

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem%20pemidanaan#:~:text=(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan)
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem%20pemidanaan#:~:text=(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan)
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem%20pemidanaan#:~:text=(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan)
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem%20pemidanaan#:~:text=(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan)


 

45 
 

meneralpkaln diversi dalla lm tialp proses pemeriksala ln. Berdalsa lrka ln Pa lsa ll 

6 Unda lng-Unda lng Nomor 11 Ta lhun 2012 tentalng Sistem Pera ldilaln 

Pida lnal, “tujua ln diversi aldallalh: 

a. Mencalpali perda lmalialn alntalral korba ln daln alnalk 

b. Menyelesa likaln perkalral alnalk di lua lr proses pera ldila ln 

c. Menghindalrkaln a lnalk dalri pera lmpalsaln kemerdeka laln, 

d. Mendorong ma lsya lralkalt untuk berpalrtisipa lsi, 

e. Mena lnalmkaln ralsal talnggung jalwalb kepaldal alnalk”. 68 

Pelalksa lna la ln Unda lng - Unda lng Nomor 11 Ta lhun 2012 tentalng 

Sistem Peraldilaln Pidalna l Alna lk lebih menguta lmalka ln penyelesa lialn 

tindalk pidalna l ya lng dila lkukaln oleh alna lk denga ln bermusya lwa lra lh daln 

bermufalka lt di alnta lral pela lku, kelualrga l pelalku, korba ln, kelua lrga l 

korba ln.69 

Peneralpa ln proses Diversi da lla lm penyelesalia ln ka lsus a lna lk da ln 

metode Restoraltive Justice ya lng meliba ltkaln seluruh pemalngku 

kepentingaln, terutalma l malsya lra lka lt, dallalm membalntu proses pemulihaln 

da lri kondisi ya lng lebih balik. Peneralpa ln Unda lng-Unda lng Republik 

Indonesia l Nomor 11 Talhun 2012 tentalng Sistem Peraldilaln Pidalna l Alna lk 

dihalra lpka ln dalpalt memberikaln lalnda lsa ln hukum ya lng a ldil balgi semual 

pihalk, khususnya l a lna lk ya lng berkonflik denga ln hukum ya lng pa lda l ta lhalp 

                                                             
68 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 6 

huruf a,b,c,d,e 
69 Kartika Irwanti, Nur Rochaeti, Pujiyono,” Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi 

Pidana Tehadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Putusan Nomor. 

3/Pid.Sus/A/2015/PN.CN)”, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hal.3 
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perkembalnga lnnya l sa la lt ini , tetalp membutuhkaln perhaltialn, kalsih 

sa lya lng, da ln bimbingaln da lri oralng-ora lng di sekitalrnya l untuk menjaldi 

pribaldi ya lng bija lksa lna l, malndiri, beralkhla lk mulial, bertalnggung ja lwa lb, 

da ln berguna l ba lgi kelualrga l, ma lsya lra lka lt, ba lngsa l, da ln nega lra l.70  

Setelalh pembalcala ln da lkwa laln, ha lkim proa lktif mendorong kepalda l 

a lnalk/ora lngtua l/pena lsehalt hukum da ln korba ln sertal piha lk-piha lk terka lit 

(Pembimbing Kema lsya lra lka ltaln Ba lla li Pemalsya lra lka lta ln/PK Ba lpa ls, 

Pekerjal Sosia ll/Peksos, Perwa lkilaln Ma lsya lra lkalt) untuk mengupa lya lka ln 

perdalma lialn. Dalla lm hall proses perdalmalia ln tercalpali, palra l pihalk 

membualt kesepalka ltaln perda lmalialn. Selalnjutnya l dita lnda ltalnga lni a lnalk 

da ln/a ltalu kelualrga lnya l, korba ln da ln piha lk-pihalk terkalit daln kesepalka ltaln 

perdalma lialn dimalsukka ln da llalm pertimbalnga ln putusa ln halkim demi 

kepentingaln terbalik balgi a lna lk. 

Da llalm hall halkim menjaltuhkaln hukumaln berupal tindalkaln, ha lkim 

wa ljib menunjuk secalra l tega ls da ln jelals tempalt alta lu lembalga l denga ln 

berkoordinalsi kepalda l PK Ba lpa ls, Peksos, da ln Unit Pelalksa lnal Teknis 

Da leralh Perlindunga ln Perempua ln da ln Alna lk, sela lnjutnya l disingka lt 

menjaldi UPTD PPAl (da lhulu P2TP2Al).71 

b. Perka lral Tindalk Pida lnal Ringa ln 

                                                             
70 Marcella J. Kapojos, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap 

Perkara  Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang  Sistem 

Peradilan Pidana Anak”. Lex Crimen Vol.VI/No.1/2017, hal. 23 
71 Hukumonline.com https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pedoman-penerapan-

keadilan-restoratif-di-pengadilan-lt5ff2dc079da4a?page=3 

https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pedoman-penerapan-keadilan-restoratif-di-pengadilan-lt5ff2dc079da4a?page=3
https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pedoman-penerapan-keadilan-restoratif-di-pengadilan-lt5ff2dc079da4a?page=3
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Perka lral tinda lk pidalna l ringa ln da lpa lt diselesalika ln denga ln kea ldilaln 

restoraltif seba lga limalna l dia ltur Pa lsa ll 364, 373, 379, 384, 407 da ln Pa lsa ll 

482 KUHP ya lng dia lnca lm pidalna l penjalra l palling la lmal 3 bula ln a ltalu 

dendal denga ln nilali kerugia ln tidalk lebih dalri Rp 2.500.000. Ketual 

Penga ldila ln Negeri berkoordinalsi denga ln Kepa lla l Keja lksa la ln Negeri da ln 

Ka lpolres da lla lm pelalksa lna laln pelimpalha ln berka ls berda lsa lrkaln Perma l 

No. 2 Ta lhun 2012 terkalit kealdilaln restoraltif. 72 

Sa la lt menerimal pelimpalha ln perkalra l pencurialn, penipualn, 

penggela lpaln, pena ldalha ln da lri penyidik ya lng suda lh lengka lp termalsuk 

mengha ldirkaln pelalku, korbaln, kelualrga l pelalku, kelualrga l korbaln, da ln 

pihalk-piha lk terka lit palda l sa lalt ha lri sida lng, Ketua l Penga ldila ln 

menetalpka ln halkim tungga ll denga ln memperhaltikaln nilali balralng a lta lu 

ua lng ya lng menja ldi obyek perkalra l seperti ketentualn di a ltals. 

Ketua l Penga ldilaln segera l menetalpkaln ha lkim tungga ll (1x24 ja lm) 

untuk memeriksal, menga ldili, daln memutus perkalra l tersebut denga ln 

a lcalra l pemeriksala ln cepalt ya lng dia ltur Pa lsa ll 205–210 KUHAlP. Setelalh 

membukal persidalnga ln ha lkim membalcalka ln caltalta ln da lkwa laln serta l 

menalnya lka ln penda lpalt terdalkwa l da ln korba ln. Selalnjutnya l ha lkim 

melalkukaln upa lya l perda lma lialn. Da lla lm hall proses perda lmalia ln tercalpali, 

pa lral pihalk membualt kesepalka ltaln perdalmalia ln, ditalnda ltalnga lni oleh 

terdalkwa l, korbaln, pihalk-piha lk terkalit da ln kesepalkalta ln perdalmalialn 

dimalsukka ln ke da llalm pertimbalnga ln putusa ln ha lkim. Penyelesalia ln 

                                                             
72 Perma No. 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif 
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perkalra l tindalk pida lna l ringa ln melallui kealdilaln restora ltif dalpa lt dilalkuka ln 

denga ln ketentualn telalh dimulali dilalksa lna lka ln perdalma lialn a lntalra l pelalku, 

korba ln, kelualrga l pela lku/korba ln, da ln tokoh malsya lra lka lt terkalit ya lng 

berperkalral denga ln a lta lu ta lnpal ga lnti kerugialn. Da lla lm hall kesepalka ltaln 

perdalma lialn tidalk berhalsil, halkim tungga ll melalnjutkaln proses 

pemeriksalaln. Sela lmal persida lnga ln ha lkim tetalp mengupa lya lka ln 

perdalma lialn daln mengedepa lnkaln kealdilaln restoraltif dallalm putusa lnnya l. 

Kea ldila ln restoraltif tidalk berlalku ba lgi pelalku tindalk pidalnal ya lng 

berulalng sesua li ketentualn peralturaln perunda lng-unda lnga ln.73 

c. Perempualn Ya lng Berha lda lpaln Denga ln Hukum 

Da llalm pemeriksala ln perkalra l jenis ini, halkim mempertimbalngka ln 

kesetalra laln gender da ln non-diskriminalsi denga ln mengidentifikalsi fa lktal 

persidalnga ln, seperti ketidalkseta lrala ln sta ltus sosia ll a lntalra l pa lral piha lk 

ya lng berperkalra l; ketidalksetalra la ln perlindunga ln hukum ya lng berda lmpalk 

pa ldal a lkses kea ldilaln; diskriminalsi; dalmpa lk psikis ya lng dia llalmi korbaln; 

ketidalkberdalya la ln fisik daln psikis korba ln; relalsi kua lsa l ya lng 

menga lkibaltka ln korbaln/sa lksi tida lk berdalya l; daln riwalya lt kekera lsa ln dalri 

pelalku terhaldalp korba ln/sa lksi. 

Sesua li Pa lsa ll 5 Permal No. 3 Ta lhun 2017 tentalng Pedoma ln 

Menga ldili Perka lral Perempua ln Berha lda lpa ln Denga ln Hukum, ha lkim 

dilalra lng menunjukkaln sikalp altalu mengelua lrka ln pernya lta laln ya lng 
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merendalhkaln, menya lla lhka ln daln/a lta lu mengintimidalsi perempualn 

berhalda lpa ln denga ln hukum; membena lrka ln terjaldinya l diskrimina lsi 

terhalda lp perempualn denga ln mengguna lka ln kebudalya la ln, a ltura ln alda lt, 

da ln pralktik traldisiona ll lalin alta lupun mengguna lka ln penalfsira ln alhli ya lng 

bials gender; memperta lnya lka ln da ln/a lta lu mempertimbalngka ln 

penga lla lmaln a ltalu la ltalr belalka lng seksua llitals korba ln seba lga li da lsa lr 

membebalska ln pelalku altalu meringa lnka ln hukumaln pelalku; daln 

mengelualrka ln pernya lta laln a lta lu pa lnda lnga ln ya lng menga lndung stereotip 

gender. Alda l kewa ljibaln halkim dallalm menga ldili perkalra l perempualn 

berhalda lpa ln dengaln hukum berdalsa lrkaln Pa lsa ll 6 Permal No. 3 Talhun 

2017 tentalng Pedoma ln Menga ldili Perkalra l Perempualn.74 

Ha lkim sa la lt menga ldili perkalral perempua ln berhalda lpaln denga ln 

hukum sebalga li pelalku wa ljib mempertimba lngka ln fa lktal-fa lkta l hukum 

denga ln pendekalta ln kealdilaln restora ltif. Jikal sebalga li korba ln, ha lkim 

wa ljib mempertimba lngka ln fa lkta l-fa lkta l hukum daln implikalsi di malsa l 

ya lng a lka ln da lta lng denga ln pendeka ltaln kealdilaln restora ltif. Ha lkim juga l 

ha lrus mempertimbalngka ln kerugia ln ya lng dialla lmi korbaln da ln dalmpa lk 

ka lsus serta l kebutuhaln pemulihaln korbaln. 

"Ha lkim wa ljib memberitalhukaln kepalda l korba ln tentalng ha lk-ha lknya l 

tentalng Restitusi daln Kompensa lsi seba lga limalna l dialtur Pa lsa ll 98 

KUHAlP da ln ketentualn lalinnya l. Penga ldila ln waljib menyedia lka ln dalftalr 
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Peksos (Pekerja l Sosia ll profesionall) denga ln berkoordinalsi kepalda l dinals 

sosia ll setempalt."75 

Bila l menga llalmi halmbaltaln fisik daln psikis membutuhkaln 

pendalmpinga ln, halkim waljib memerintalhka ln kehaldira ln pendalmping 

ba lginya l. Penga ldila ln wa ljib menyedia lkaln da lftalr pendalmping sesua li 

kebutuhalnnya l berda lsa lrka ln pendalpa lt alhli (psikia lter, dokter, psikolog 

da ln kelualrga l) melallui pengisialn formulir penilalia ln personall ya lng 

disedialka ln di mejal Pela lya lna ln Terpaldu Sa ltu Pintu (PTSP). Da lla lm 

pemeriksalaln perka lral perempualn berha lda lpaln denga ln hukum, ha lkim 

da lpalt memerintalhkaln untuk didenga lr keteralnga lnnya l mela llui 

pemeriksalaln denga ln komunikalsi a ludio visua ll jalralk ja luh di penga ldilaln 

setempalt altalu di tempalt lalin berdalsa lrka ln Pa lsa ll 10 Permal Nomor 3 

Talhun 2017.76 

d. Perka lral Na lrkotikal 

Untuk perkalra l nalrkotikal, pendekaltaln kealdilaln restoraltif halnya l 

da lpalt diteralpkaln terha ldalp pecalndu, penya lla lhguna l, korba ln 

penya lla lhguna la ln, keterga lntunga ln na lrkotika l, da ln nalrkotikal pema lkalia ln 

sa ltu ha lri sebalga lima lnal dia ltur Pa lsa ll 1 Pera lturaln Bersa lma l Ketua l MAl, 

Menkumhalm, Menteri Keseha ltaln, Menteri Sosia ll, Jalksa l Algung, Kepa lla l 

Kepolisia ln, Kepa lla l Ba lda ln Na lrkotikal Na lsionall Nomor 

01/PB/MAl/111/2014, Nomor 03 Talhun 2014, Nomor 11 Talhun 2014, 

                                                             
75 Pasal 98 KUHAP 
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keadilan-restoratif-di-pengadilan-lt5ff2dc079da4a?page=3 

https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pedoman-penerapan-keadilan-restoratif-di-pengadilan-lt5ff2dc079da4a?page=3
https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-pedoman-penerapan-keadilan-restoratif-di-pengadilan-lt5ff2dc079da4a?page=3


 

51 
 

Nomor 03 Ta lhun 2014 Nomor Per005/Al/JAl/03/2014 Nomor 1 Ta lhun 

2014, Nornor Perber/01/111/ 2014/BNN tenta lng Pena lnga lna ln Pecalndu 

Na lrkotikal da ln Korba ln Penya lla lhguna la ln Na lrkotikal ke Da llalm Lemba lga l 

Rehalbilitalsi. 

Ma ljelis Ha lkim dallalm proses persida lnga ln da lpalt memerintalhkaln 

a lga lr pecalndu na lrkotikal da ln korba ln penya lla lhguna la ln na lrkotikal 

melalkukaln pengoba ltaln, peralwa ltaln daln pemulihaln palda l lembalga l 

rehalbilitalsi medis daln/a lta lu lembalga l reha lbilitalsi sosia ll. Penga ldila ln 

wa ljib menyedia lka ln dalfta lr lembalga l reha lbilitalsi medis altalu sosia ll 

melallui koordinalsi denga ln Ba lda ln Na lrkotika l Na lsionall. 

Kea ldila ln restoraltif dallalm perkalral na lrkotika l dalpa lt diteralpka ln bilal 

memenuhi sya lra lt ya lkni sa la lt tertalngka lp talnga ln oleh penyidik Polri 

da ln/a ltalu penyidik Ba lda ln Na lrkotikal Na lsiona ll (BNN) ditemukaln ba lralng 

bukti pemalka lialn 1 halri berupal, Sa lbu malksima ll 1 gralm, Ekstalsi 

malksima ll 8 butir, Heroin ma lksima ll 1,8 gra lm, Koka lin ma lksimall 1,8 

gra lm, Ga lnja l malksima ll 5 gra lm, Da lun Koka l ma lksimall 5 gra lm, Meska llin 

malksima ll 5 gra lm, Kelompok psilosybin ma lksima ll 3 gra lm, Kelompok 

LSD ma lksima ll 2 gra lm, Kelompok PCP malksima ll 3 gra lm, Kelompok 

Fenta lnil malksimall 1 gra lm, Kelompok Metaldon malksimall 0,5 gra lm, 

Kelompok morfin ma lksimall 1,8 gra lm, Kelompok petidin ma lksimall 
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0,96 gra lm, Kelompok kodein ma lksimall 72 gra lm, Kelompok 

Bufrenorfin ma lksimall 32 gra lm.77 

3. Dalsalr Hukum Kea ldila ln Restora ltif  

Di Indonesia l a lda l beberalpa l da lsa lr hukum kealdilaln restora ltif ya lng 

melallui proses medial penall. Medialsi Pena ll merupalka ln sa llalh sa ltu bentuk 

penyelesa lialn sengketal di lualr Penga ldilaln (Allterna ltive Dispute Resolution) 

ya lng lebih populer di lingkunga ln ka lsus-ka lsus perda ltal, na lmun bukaln 

beralrti tidalk da lpalt diteralpka ln di lingkunga ln hukum pidalna l. Alda lpun Da lsa lr 

Hukum Pemberla lkualn Medialsi Pena ll di Indonesial a lda llalh : 

a. Sura lt Kepolisialn Nega lra l Republik Indonesia l No. Pol: 

B/3022/XXI/2009/SDEOPS, ta lngga ll 14 Desember 2009, Periha ll 

Pena lnga lna ln Ka lsus Mela llui Allternaltive Dispute Resolution (AlDR). 

Sura lt ini menjaldi rujuka ln ba lgi kepolisia ln untuk menyelesa lika ln perkalra l-

perkalra l  Tindalk Pidalna l Ringa ln, seperti Palsa ll: 205, 302, 315, 352, 373, 

379, 384, 407, 482,  suralt ini efektif berla lku jikal sua ltu perkalral malsih 

da llalm talha lpaln proses penyidika ln da ln penyeledikaln. Bebera lpa l point 

penekalna ln dalla lm Sura lt Kepolisia ln tersebut a lntalra l lalin mengupa lya lka ln 

penalnga lna ln ka lsus pida lnal ya lng mempunya li kerugia ln ma lteri kecil, 

penyelesa lialn da lpa lt dialra lhkaln melallui AlDR; Penyelesa lialn ka lsus 

melallui AlDR ha lrus disepalka lti oleh pihalk-pihalk ya lng berka lsus, na lmun 

a lpalbilal tidalk tercalpa li kesepalkalta ln, halrus diselesalikaln sesua li dengaln 
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prosedur hukum ya lng berlalku sa lcalra l profesionall daln proporsiona ll; 

penyelesa lialn perkalra l melallui AlDR ha lrus berprinsip palda l musya lwa lra lh 

mufalka lt daln halrus diketalhui oleh malsya lralka lt sekitalr; penyelesa lia ln 

perkalra l melallui AlDR ha lrus menghorma lti normal hukum sosia ll/a lda lt 

sertal memenuhi alza ls kea ldilaln; daln untuk ka lsus ya lng tela lh diselesalikaln 

melallui AlDR a lga lr tida lk lalgi disentuh oleh tinda lka ln hukum lalin. 

b. Delik ya lng dila lkukaln berupal “pelalngga lra ln ya lng ha lnya l dia lncalm denga ln 

pidalna l dendal”. Menurut Pa lsa ll 82 KUHP, kewenalnga ln/ha lk menuntut 

delik pelalngga lra ln itu halpus, a lpalbilal Terda lkwa l telalh membalya lr denda l 

malksimum untuk delik pela lngga lra ln itu da ln bialya l-bia lya l ya lng tela lh 

dikelualrkaln ka llalu penuntutaln telalh dilalkuka ln. Ketentualn da llalm Pa lsa ll 

82 KUHP ini dikena ll dengaln istilalh “alfkoop” alta lu “pembalya lra ln denda l 

da lmali” ya lng merupa lkaln sa lla lh sa ltu allalsa ln pengha lpus penuntutaln. 

c. Tindalk pida lnal dilalkuka ln oleh a lnalk di ba lwa lh usia l 8 talhun. Menurut 

Unda lng-Unda lng Nomor. 3/1997 (Penga ldilaln Alna lk), ba lta ls usia l a lna lk 

na lkall ya lng da lpa lt dialjukaln ke penga ldilaln sekura lng-kura lngnya l 8 ta lhun 

da ln belum mencalpa li 18 ta lhun. Terhalda lp a lnalk di ba lwa lh 8 ta lhun, 

penyidik da lpa lt menyera lhka ln kemballi alna lk tersebut kepaldal ora lng tua l, 

wa lli. (Palsa ll 5 UU No. 3/ 1997). 

d. Unda lng-Unda lng Nomor 39 Ta lhun 1999 tentalng Penga ldilaln HAlM ya lng 

memberi kewenalnga ln kepa lda l Komna ls HAlM (ya lng dibentuk berdalsa lr 

Keppres Nomor. 50/1993) untuk mela lkuka ln medialsi da lla lm kalsus 

pelalngga lra ln HAlM. 
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Bebera lpa l instrumen hukum dialtals da lpa lt menjaldi rujuka ln da llalm 

menyelesa lika ln perkalral pida lnal terutalmal seka lli kalsus-ka lsus Tinda lk Pidalna l 

Ringa ln. Ka lrena l seja ltinya l ya lng dica lri da lla lm sebualh proses pemida lna laln 

pun a lda llalh kealdilaln, sehingga l sa lng pemutus na lntinya l bisa l menciptalka ln 

putusa ln ya lng berda lsa lrka ln kea ldilaln da ln buka ln berdalsa lrka ln hukum, sa lmal 

seperti aldalgium populer “Fia lt Justisial Rua lt Coelum”, wallalu la lngit runtuh 

kealdilaln ha lrus ditega lkkaln.78 
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